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Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tata kel ola dana desa setelah UU No. 6 tahun 2014 Tentang
Desa dan pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif. Pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6/2014 masih
terjadi disharmonisasi. Regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh KemenDesa PDTT serta Kemendagri, dari
aspek praktis di lapangan pelaksanaannya dirasakan masih menyulitkan bagi aparat desa. Pelaksanaan
sinkronisasi antaralembaga terkait tentang tata kel ola dana desa belum berjalan dengan optimal.
Sinkronisasi belum dapat dilakukan karena masing-masing lembaga membentuk sendiri-sendiri regulasi
sektoral. Implementasi suatu regulasi sangat mungkin bersinggungan dengan regulasi lainnya, bahkan pada
praktiknyaterdapat regulasi yang justru menyandera pel aksanaan dana desaitu sendiri. Ego sektoral masih
mendominasi dalam menyusun regulasi, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan secara matang
implikasinya. Oleh karenaitu, dalam hal yang berkaitan dengan desa, maka ketika Kemendagri akan
melakukan pengaturan yang berkaitan dengan desa, harus berkoordinasi dengan KemenDesa, PDTT yang
memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkaitan dengan desa. Sehingga peraturan yang
dikeluarkan oleh Kemendagri sudah merupakan hasil sinkronisasi dengan KemenDesa PDTT. Dengan
dilakukannya sinkronisasi terhadap urusan pemdes dengan urusan pemda, makaimplikasi padalevel

pel aksanaan adal ah adanya acuan yang lebih jelas dan tidak ambigu. Berdasarkan analisa, diusulkan saran
Perlunya proses pembentukan setiap regulasi oleh sektoral yang berkaitan dengan tata kelola dana desa
melibatkan kementerian/lembaga terkait; Perlunya melaksanakan UU No. 30/2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dalam hal terjadi konflik regulasi dan konflik kewenangan; serta pemerintah hendaknya
menghindari perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan vital penyusunan RPIMDes dan APBDes.

This study discusses the implementation of village fund governance after Law no. 6 year 2014 About the
Village and implementation of synchronization between related institutions on village fund governance. This
research is normative law research. Implementation of village fund governance after Law no. 6 2014 thereis
still disharmonization. Sectoral regulations issued by Ministry of Village and MoHA, from the practical
aspect of the implementation field are still difficult for village officials. Implementation of synchronization
between related institutions about governance of village funds has not run optimally. Synchronization can
not be done because each institution establishes its own sectoral regulations. Implementation of aregulation
isvery likely to be tangent to other regulations, even in practice there is aregulation that actually holds the
implementation of the village funds themselves. Sectoral ego still dominates in drafting regulations, and has
not fully considered the implications. Therefore, in matters relating to the village, then when the MoHA wiill
make arrangements relating to the village, it should coordinate with the Ministry of Village with duties,
responsibilities and authorities relating to the village. So the regulations issued by the MoHA isalready a
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result of synchronization with the Ministry of Village. With the synchronization of the village government
affairs with the local government affairs, the implications at the implementation level are the existence of
clearer and unambiguous references. Based on the analysi's, proposed suggestion The need for the process of
forming any regulation by sectoral related to village fund governance involves ministries related institutions
The need to implement Law No. 30 2014 on Government Administration in the event of a conflict of
regulation and conflict of authority And the government should avoid regulatory changes that have an
impact on the vital changesin the preparation of the Medium term village development plan and Village
income and expenditure budget.



